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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
PUTUSAN _
NOMOR: 01/ PS.PUT/Bawaslu-Kab/19.04/Vil1/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKA'N KETUHANAN'
| YANG MAHA ESA.

Badan Pengawas Pemilihan Urum Kabupaten 'Ende memeriksa. dan

menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai
berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas PemiliHan: Ufnrul"n Kabupaten Ende

telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaiap Sengketa Proses
Pemillhan Umum, permohonan dari: o

Kabupaten Ende.

Bertindak untuk dan atas nama dalam jg'batanya sebagai Ketua DPC

‘Partai Berkarya, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Calon

Anggota DPRD Kabupaten Ende, yang oleh KPU Kabupaten Ende tidak
ditetapkah dalam Daftar Calon Sementara yang tidak memenuhi syarat
sebagai Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende Berdasarkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 56/PL.01.4-

Nama , . Yohanes Marinus. Kotq.'SE

No. KTP . 5308190501700001 '

Tempat,Tang;gal Lahir : Ende, 05 Januari 1976

'Alamat/Tempat  Jin. Udayana, RTO29/Rw 007, Kel. Onekore,
Tinggal *  Kecamatan Ende Tengah-Kabupaten Ende —--
' Pekerjaan/Jabatan Wiraswasta/Ketua PPD Partai Berkarya

HK.04.1-kpt/5308/KPU-Kab/ V11112018 Tentang Penetapan Daftar Calon'

idih.kpu.go.id/ntt/ende o

i




. Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Ende -pada Pemilihan
Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 133/PL.01.4-BA/5308/KPU-
Kab/VIll/2018, tanggal 12 Agustus 2018 untuk selanjutnya disebut
-+ sebagai: ' ; o '
s Pemohon et

AR Dalam hal ini mengajukan permohanan Penyelesatan Sengketa Proses
'Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
‘Ende Nomor 56/PL.01.4-HK.04.1-kpt/5308/KPU- Kab/V111/2018 . Tentang
Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten
‘Ende pada Pemiiihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor
133/PL.01.4-BA/5308/KPU-Kab/\V111/2018, tanggal 11 Agustus 2018. .

, Terhadap ---+

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende yang- berked.udukan di Jin.
Durian, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende T{mur dalam hai ini
diwakili oleh  masing-masing: v

1
ol

1. FLORENTINUS H. WADH}, 'SH L — '
2. H. JAMAL UMAR, SE '
/3. ADOLORATA MARIA DALOPEZ B, §.S08 ——
. . 4. BONEFASIUS WADHI, $.508 i
" ‘5.'FRANSISKUS LOTHAR PIARA, SE -

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan masing-masing

' sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemlhhan Umum Kabupaten Ende,
bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemifihan Umum Kabupaten Ende
Selanjutnya disebut sebagai:

t i

Termohon -

b

Dengan Nomor Permohonan bertanggal 13 AQUStus 2018 yang diterima

oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende pada tanggal
.14 agustus 2018 dan dicatat dalam Buku ‘Register Permohonan
Penyelesa1an Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16
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TENTANG DUDUK SENGKETA

Mennmbang, bahwa Pemohon tetah mengalukan Permohonan dengan.
Nomor Register 001/ PS.REG/Kab. EndeNtllf201$ dengan Permohonan
sebagai berikut: .
1. Bahwa KPU Kabupaten Ende membuka Pendaﬂaran Calon Anggota’
DPRD Kabupaten Ende, pada Tanggal 04 'sampaz dengan 17 Juli:
b 2018;
2. Bahwa Pemohon adalah Partai Berkarya Kabupaten Ende, yang salah '
" satu bakal calonnya yaitu Yohanes Marinus Kbdta, SE didaftarkan ke
KPU Kabupaten Ende sebagai calon Anggoﬁa DPRD Kabupaten Ende ‘
dari Partai Berkarya; :
* 3. Bahwa Partai Berkarya yang mengusung nama pemohon sebagas
caleg telah ditetapkan partat politik peserta: Pemilu Tahun 2019 oleh
KPU Kabupaten Ende; :
© ' 4. Bahwa pada Tanggat 17 Juli 2018, jam 23. 30 ‘waktu setempat Ketua
- dan Sekretaris Partai Berkarya telah mendaftarkan nama-nama calon |
"anggota DPRD Kabupaten Ende termasuk dldaiamnya atas nama -
Yohanes Marinus Kota, SE; -
5. Bahwa Yohanes Marinus Kota, SE didaftarkan oleh Partai Berkarya
' dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan sebagal '
calon DPRD Kabupaten Ende meliputi: ' '
a. Formulir model BB.1 DPR/DPRD Prov:nsuDPRD Kabupateanota
: yang ditandatangani oleh Yohanés Marinus Kota, SE;-——-mmmmmmmmeme
b. Formulir Model BB.2 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupateanota
yang ditandatangani oleh Yohanes Mannus Kota, SE;
¢. Fotocopy KTP Elektronik WNI; e
d. Fotocopy ijazah/STTB Sekolah Menedgah Atas - atau sederajat
surat keterangan berpenghargaan sama dengan uazah/STTB ;
syahadah atau sertifikat yang dnegalls_ar oleh instansi yang
berwenang; }
e. Surat keterangan sehat jasmani dan Puskesmas atau Rumah Saklt
. Pemerintah;
o f. Surat keterangan sehat rohani dari Puskesmas atau rumah sakit
pemerintah; ;
g. Surat keterangan bebas penya\ahgunaan narkotika, psikotropika,
dan zat adiktif dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah -atau
BNN/BNN Provinsi/BMD Kabupatgn/kota; - ‘
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. dan soft copy; -
. Bahwa KPU Kabupaten Ende menerima dokumen persyaratan Calon
Anggota DPRD Kabupaten Ende a.n Yohanes, Marinus Kota, SE yang

h. Tanda bukti telah terdaftar sebagai lperhilih yang ditandatahgani
aslilbasah oleh Ketua PPS serta cap ashfbasah oleh Ketua PPS

serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KUP/KIP
Kabupaten/Kota;

i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian,; ‘ ‘

j- Fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku’ ~-

k. Pas Foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat kali
enam) centimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah -
asli (hardcopy) & naskah asli elektronik;

l. Surat Keterangan tidak sedang dtcabut hak pilthnya berdasarkan o
. Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoieh kekuatan * .

hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
m. Surat Keterangan dari Rumah Tahanan Negara Kelas 1B Kupang;-
n. Surat dari Pimpinan Redaksi Med:a Cetak yang menerangkan

secara terbuka dan jujur mengemukakan 'kepada public sebagai

mantan-narapidana korupsi;

0. Bukti pernyataan atau pengumuman yang dlmuat di media massa
local/nasional;

. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen adm:mtrasn sebagal Calon

Anggota DPRD Kabupaten Ende a.n Yohanes Marinus: Kota, SE dan'
Bakal Calon lainnya diserahkan kepada KPU. Kabupaten ‘Ende’ pada
Tanggal 17 Juli 2018 jam 23.30 waktu setempat Dalam bentuk asli,

I

diajukan oleh Partai Berkarya, kemudian meneliti kelengkapan
dokumen, pemenuhan persyaratan, Keputusan Pimpinan Partai Politik

tingkat Pusat tentang persetujuan, kesesuaxan dokumen persyaratan -

pencaionan; :

K . Bahwa pada Tanggal 20 Juli 2018 KPU Kabupaten Ende memberikan
- Keterangan Ceklis Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende yang

mana atas nama Yohanes Mannus Kota, SE ‘yang Belum Memenuhi

Syarat (BMS) adalah 'Surat Keteramg:;m1 Sehat Jasmani dari
- Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah, Surat Keterangan sehat .

rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit  Pemerintah, "Surat
Keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan. zat |

~ adiktif dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerntah atau BNN/BNN

Prov/BNN Kab/Kota, Pas foto berwarna teibaru bakal calon, ukuran | _
4x6 (empat kali enam) céntimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam -
4 \ I ‘ 1
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bentuk naskah asli (hardcopy) & naskah asli ,e_.[ektronik, Bagi bakal
calon yang berstatus sebagai mantan' narapidaria, surat dari Kepala
Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon
yang bersangkutan telah selesai menjalani .pidana penjara
berdasarkan putusan pengadiian yang telah berkekuatan hukum tetap,
salinan putusan pengadilan yang telah berkekuhtan hukum tetap, surat
‘pemimpin redaksi media massa focal atau nasqonal yang menerangkan
bahwa bakal calon telah secara terbuka 'dan' jujur mengemukakan
kepada public sebagai mantan narapitdana,: bukti berupa surat
pernyataan yang bersangkutan yang telah dlmuat dalam media massa;

9. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 dokumen’ yang Belum Memenuhi
Syarat (BMS) atas nama Yohanes Marinus Kota SE dilengkapi dan
diserahkan kembali ke KPU Kabupaten Ende; —— '

10.Bahwa KPU Kabupaten Ende berdasarkan hasit penelitihan mencatat

S penenmaan dokumen persyaratan pencalc:manl sebagai calon anggota

* 'DPRD Kabupaten Ende menggunakan Formulir Model BA.HP-
. t DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota; -«
, - 11.Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 KPU Kabupaten Ende
' ' ' mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende .
Nomor , 56/PL.01.4-HK.04.1-kpt/5308/KPU-Kab/VIIl/2018  Tentang
. Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten
Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor:
133!PL 01.4-BA/5308/KPU-Kab/VI1I/2018, Tentang Hasil Verifikasi
Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan, Umum Tahun 2019:--
.12.Bahwa dalam Berita Acara Tentang Hasil Verifikasi Perbaikan
‘Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal' Calon Anggota DPRD
Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum 'Il'ahun 2019 sebagaimana
.dimaksud atas nama Yohanes Marinus Kota, SE di point Kesmpulan !
dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS); e
13.Bahwa pada saat pendaftaran calon Ang ota DPRD Kabupaten Ende
melalui Partai Berkarya sudah melampsrkan semua kelengkapan
‘persyaratan yang diminta oleh KPU Kabupaten Ende
14, Bahwa didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
Nomor  56/PL.01.4-HK.04.1-kpt/5308/KPU- KabAVI11/2018 Tentang
+  Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten
Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor:
, <'133/PL.01.4-BA/5308/KPU-KabNIH/2018, .Tentang Hasil Verifikasi
; Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon
5 .
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Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemlllhan Umum Tahun 2018,

dipoint 18 bagi bakal calon yang berstatus mantan narapidana huruf :

(b) Salinan Putusan Pengad;lan yang telah berkekuatan hukum tetap
dinyatakan ADA/TMS: .

. 15.Bahwa di Berita Acara point 18 huruf (b) tentang salinan putusan

, + ' pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah dilengkapi; -----

S 16 Bahwa walaupun Pemohon merupakan salah satu mantan narapidana

'korupsi dengan masa tahanan 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan, namun

Pemohon, telah menjalani ‘semua putusan pengadllan dan . sudah

mengumumkan (mempublikasih) mengenai .hal tersebut kepada

" masyarakat melalw rmedia massa

17.Bahwa Pada Tanggal 11 Agustus 2018, KPU Kabupaten Ende.

Nomor  56/PL.01.4-HK.04.1-kpt/5308/KPU- KabNIllIZO18 Tentang
Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten
. -Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019; e
 18.Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
Nomor  56/PL.01.4-HK.04. 1-kpt/5308/KPU Kalelll:2018 Tentang

Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Benta Acara Penetapan
Daftar Calon Sementara (DCS) Nomor:! 133/PL 01.4-BA/5308/KPU-
Kab/VIl1/2018, tanggal 11 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi
'Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemlhhan Umum Tahun 2019,
tidak terdapat nama Yohanes Marinus Kota, SE dari Partal Berkarya
Dapil 1 depgan nomor urut 1:
19.Bahwa Yohanes Marinus Kota, SE- mengetahm bahwa dirinya tidak
, ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten
: Ende karena menurut KPU Kabupaten Ende.bahwa Pemohon tidak
C . .memenuhi salah satu syarat ditetapkan sebagai calon Anggota DPRD
. Kabupaten Ende karena Salinan Putusan Pengad:lan yang telah
berkekuatan hukum tetap ADA/TMS:

20 Bahwa pada Pasal 240 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum, pasal tersebut 'mengatur sejumiah -

ot

Kabupaten/Kota, huruf (g) menyatakan: Tidak pernah dipidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan

6 L
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menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende |

'Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten ‘I :

persyaratan bagi calon anggota DPR, DPRD'Provinsi, dan DPRD -

hukum tetap karena melakukan tindak pidana .yang diancam dengan .



- 21.

- 22.

jujur. mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan
narapidana;
Bahwa Pasal 28 D ayat {3) UUD 1845 menyatakan “Set:ap warga
Negara - berhak memperoleh kesempatan - yang sama dalam
pemernintahan”, : !
Bahwa UUD 1945 telah memberikan jaminan Hai Asa3| Manusia bagi
seluruh Warga Negara Indonésia. Hak Asasi Manusia dibagi menjadi

‘dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolute atau

hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalarﬁ 'keadaan apapun
sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945; kategori
kedua yakni hak asasi manusia relative yang merupakan hak—hak yang

'dapat dibatasi sebagai Pasal 28J UUD 19845; —--

23.Bahwa hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakm

hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui
Undang-Uhdang sebagaimana tercantum dalam: Pasal 28 J ayat (2)
UUuD 1945 vyang berbuny| ‘Dalam menjalankan hak dan
kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan oleh Undang-Undang dengan makqu semata-mata untuk

. menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
. orang lgin dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai

24,

25,

pert:mbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban
umum dalam suatu masyarakat demoraktis; _
Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia. Ketentuana Pasal 43 ayat (1) menyatakan: “Setiap warga
Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum
berdasarkan persamaan hak melalu; pemungutan suara yang

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil - sesuai dengan |
“ketentuan peraturan perundang-undangan’. Dengan demikian hak

dipilih (sebagai caleg) dalam Pemilu adalah Hak Asasn Manusia;-------

Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf . .

(9) menyatakan: * Tidak pernah dipidana penjara iberdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekulaltaﬂ hukum tetap karena
melakukan tmdak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5

.(lima) tahun atau lebih, kecuali "secara Jderbuka dan  jujur

mengemukakan kepada public bahwa yang 'bersangkutan mantan
terpidana, adalah pelaksanaan dari putusan: Mahkamah Konstitusi

Nmor 42/PUU-XI11i/2015 dan putusan Mahkamah Konst1tusr Nomor
4/PUUNII/2008;

i
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26.Bahwa pencabutan hak politik -adalah weWenang mutlfak dari
Pengadilan. Dalam konteks tindak pidana telah diatur dalam Pasal 10
huruf (b), Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) Kitab: Undang-
Undang Hiukum Pldana (KUHP) yang dikategorikan sebagai: “pidana
tambahap”;
27.Bahwa KPU Kabupaten Ende telah melampam Kewenangannya untuk
. Mencabut hak Politik untuk Dlplllh Pemohon;'----
28 Bahwa dengan' tidak datetapkannya Yohangs Marinus Kota, SE dalam
. daftar calon sementara oleh KPU Kabupaten Ende maka Pemohon
‘telah mengalaml kerugian baik kerugian materil maupun kerugian
inmateril karena salah satu bakal calon yang diusung tersebut telah .

- kehilangan hak politk untuk dipilih sebagai ca!on anggota DPRD
Kabupaten Ende dari Partai Berkarya;

; 29.Dengan tidak ditetapkannya Yohanes Marinus' Kota SE dalam daﬁar

calon sementara anggota DPRD Kabupaten. Ende, maka KPU
Kabupaten Ende telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru, oleh '
karena itu Keputusan KPU Kabupaten Ende harus dibatalkan; -------——

+ 30. Petitum Pemohon :
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada
Badan Pengawas Pemiluh Kabupaten’ Ende vang memeriksa,

mengadili dan memutuskan perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan
sebagi berikut: b

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk s;ehjruhnya; e
2. Membatalkan Keputusan Korisi Pemilihan Ur'num Kabupaten Ende
Nomor 56/PL.01.4-HK.04.1-kpt/5308/KPU-KabN/II/20418- Tentahg
Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Apggota DPRD
Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita
Acara KPU Kabupaten Ende Nomor: 133/P.L,O1.4 -BA/5308/KPU-

o . Kab/V1Il/2018, tanggal 11 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi

Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dogkumen Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemmhan Umum Tahun

- 2019; -

3. Memerintah kepada KPU Kabupaten Ende ‘untuk mengeluarkan
Keputusan Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) dan
menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten
Ende yang memuat Nama Yohanes Mannus Kota, SE, Dap:l 1
(satu) nomor urut 1 (satu); !
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. 4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten End;eiuntuk melaksanakan

Putusan ini; -,
Apabila Bawaslu Kabupaten Ende berpendapat lain mohon
Putusan yang seadil-adiinya (ex aequo et bono). '

. "Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah

mengajukan. jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Bulan Agustus '
., Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: :
1.

2.

Bahwa termohon menolak seluruh dalil pemohon kecuali secara
tegas diakui dalam jawaban ini; -mpene
Bahwa dalam. rangkaian proses pencalonan KPU Kabupaten
Ende melakukan sosialisasi tentang Pe‘;ncalonan Anggota
DPRD Kabupaten Ende dalam Remilihan Umum  tahun
2019 dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2018 ‘sesuai dengan surat

¥

- KPU Kabupaten Ende Nomor: 182/PL.03:4/5308/KPU- Kab/\/1/2018

bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Ende;. :
Bahwa sosialisasi persyaratan pengajuan ' Bakal Calon Anggota
DPRD Kabupaten Ende' sesuai surat Nomor:, 193/PL.03,4/5308/KPU-
Kab/VI1i/2018 tanggal 1 Juli 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 2
Juli 2018 bertempat di Aula Wisma Emaus Jalan’ Diponegoro Ende; --

. Bahwa benar KPU Kabupaten Ende membuka Pendaftaran Calon

Anggota DPRD Kabupaten Ende pada tangga:[ 04 sampai dengan 17

. Juli 2018; posimmnl
: Bahwa Partai Berkarya yang mengusung' nama Pemohon sebagai

Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende ‘télah ditetapkan Partai
Politik peserta Pemilu Tahun 2019 oleh KPU; -

Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, jam 23.30 waktu setempat

Ketua dan Sekretaris Partai Berkarya telah' mendaftarkan nama- .
nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende termasuk:di
dalamnya atas nama Yohanes Marinus Kota, SE; -
Bahwa Partai Berkarya mendaftatkan Bakal Calon ke KPU
Kabupaten Ende dengan melampirkan syarat Pencalonan yaitu:

1. Format Model B vyaitu: Surat Pencaloﬁnan‘Anggota DPRD

Kabupaten Ende;

2. Format Model B-1 yaitu: Daftar Bakal-lcalon Anggota DPRD

Kabupaten Ende di setiap Dapil;

3. Format Model B-2 yaitu : Surat Pernyétaan,F?impinan Partai Politk . +

bahwa telah melaksanakan proses seleksi: bakal calon secara
demokratis; ! : :

4. Format Model B-3 yaitu: PAKTA INTEGRI_TAS Pengéjuan bakal

calon Anggota DPRD Kabupaten Ende yang ditaridatangani oleh
Pimpinan Partai Politik dalam hal ini oleh Yohanes Marinus Kota,
SE, sebagai Ketua dan Yustinus Reda sebagai Sekretaris DPD
Partai Berkarya Kabupaten Ende di atas materai 6.000 dan cap
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basah. Adapun poin-poin  ‘yang 'tercantum dalam PAKTA

INTEGRITAS adalah: T O - =

a) Dalam proses seleksi bakal calon, kami menjamin seluruh
bakal calon anggeta DPRD Kabupaten. Ende Pemilu * 2019
yang diajukan kepada KPU Kabupaten £nde memiliki integritas
dan komitmen yang tinggi untuk tidak' melakykan tindakan
korupst, kolusi, dan mepotisme atau melakukan pelanggaran
hukum; = B

b) Nama-nama ' bakal calon anggota DPRD Kabupaten Ende
yang tercantum dalam Formulir Model B,1 bukan merupakan
mantan terpidana bandar narkaa, keiahatan seksual terhadap
anak dan/atau korupsi; b

¢) Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam
PAKTA INTEGRITAS ini, yaitu terdapat bakal calon yang
diajykan/bakal calon yang tercantum -dalam Daftar Calon

., Sementara/calon yang tercantum ‘dalam Daftar Calon
Tetap/Calon terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana .
bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau
korupsi, kami bersedia dikenakan sanksi 'administrasi berupa
pembatalan bakal calon yang ‘diajukan/bakal calon yang
tercantum dalam Daftar Calon Sementara/calon yang tercantum
dalam Daftar Calon Tetap/calon terpilih anggota DPRD
Kabupaten Ende di Daerah Pemilihan yang.bersangkutan; -------

8. Pemohon adalah Partai Berkarya Kabupaten Ende, yang satah satu

bakal calonnya yaitu Yohanes Marinus Kota, SE didaftar ke KPU

Kabupaten Ende sebagai calon Anggota DRRD Kabupaten Ende
dari Partai Berkarya; : ! ' .

. Pemohon Yohanes Marinus Kota, SE ,didaﬁtarﬁan oleh Pariai

Berkarya dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan
Anggota DPRD Kabupaten Ende meliputi; ——; '

a. Formulir Model BB.1 DPRD Kabupaten Endé,‘ yang ditandatangéni

b.

c.
d.

oleh Yohanes Marinus Kota, SE; : ———- A
Formulir Mode!l BB.2 DPRD Kabupaten Ende, -yang ditandatangani
oleh Yohanes Marianus Kota, SE: ! S

Foto Cépy KTP Elektronik WNI; -1

Foto copy ljasah/STTB Sekolah Menengah, Atas atau sederajat,
surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB,
atau sertifikat yang dilegalisir oleh instansiyang berwenang; -~
Surat keterangan sehat jasmani dari, Puskesmas atau Rumah
Sakit Pemerintah:; .
Surat . keterangan sehat rohani dari Puskesmas atau Rumah
Sakit Pemerintah; b -
Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, .
dan zat adiktif dari Puskesmas atau Rumah:Sakit Pemerintah atau

10 '
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BNN/BNN-Provinsi/BND Kabupaten/kota:

. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih:yang ditandatangani

asli/basah gleh ketua PPS serta gap asli/basafholeh ketua PPS; ----

: Surat Keterangan Catatan Kepolisian; -----—----

Foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku;

. Pas foto berwarna terbaru bakal caglon, ukuran 4 x 6 {(empat kali

enam) centi meter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk hard
copy, - o
Surat ' keterangan tidak sedang dicabut hak ‘pilihnya berdasarkan

putusan pengadilan Negeri yang teJah memperoleh kekuatarn
hukum tetap dari Pengadilan Negeri; +

~ 10.Pada tanggal 5-8 Juli 2018 KPU Kabupét{-:ln Ende melakukan

verifikasi administrasi daftar caion;

Dalam berkas bakal calon an. Yohanes Maririhs‘. K‘ota, SE, dalam
Formulir Model BB-1 yaitu Surat Pernyataan: Bakal Calon yang

~ditandatangani oleh yang bersangkutan. di’ atas materai 6.000

(enam ribu rupiah) dan dicentang pada kolom, merupakan mantan
terpidana (bukan mantan terpidana bandarinarkoba, kejahatan
seksual terhadap anak, atau korupsi) dan 'bersedia secara terbuka
dan jujur mengemukakan kepada public — :

Berdasarkan PKPU Nomor 20 Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 13

menyatakan mantan terpidana bersedia secara terbuka dan jujur

mengemukakan kepada publik. Pada ayat (7) menyatakan bahwa

surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada-ayat (1) huruf b angka

13 dilengkapi dengan: =

1) Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang
menerangkan bahwa bakal calon yang ' bersangkutan. telah
selesai menjatani pidana penjara; berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -------

' '2) -Salinan Putusan pengadilan yang telah . berkekuatan hukumi

tetap; :

' 3) Surat dari pemimpin redaksi+ media: massa lokal atau

nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara
terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan
terpidana; Frmmmmnnn :

4) Bukti pernyataan atau pengumuman ditayangkan di media massa
lokal atau nasional; L

- 11.Dari hasil verifikasi administrasi terdapat kekurangan berkas calon an.
Yohanes Marinus Kota, SE, yang harus d;lengkapi pada masa
perbaikan yaitu: ren

1) Surat Keterangan sehat jasmani dari Rdékesmas ‘atau

Rumah Sakit Pemerintah:

2) Surat Keterangan sehat rohani dari Pu'skesmés atau Rumah Sakit

Pemerintah; e

! |
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3) Surat Keterangan bebas penyalahgdnaan narkotika, psikotropika,
dan zat adiktif dari Puskesmas atau Rutmah Sakit Pemerintah atau

- BNN/BNN Prov/BNN Kab/Kota; o ' '
+ 4) Soft Copy Pas foto berwarna terbaru bakati ca'lc'm;
5) Melengkapi syarat sebagai mantan terpidana vaitu:
- a. Surat keterangan dari' Kepala Lembaga'IPemasyarakatan yang
menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah
selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuataln hukum tetap; —----"

. b. Salinan Putusan pengadilan yang telah . berkekuatan hukum
tetap; e

i

: c. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional
o . yang menerangkan bahwa bakal calon teiah secara terbuka dan
PR jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; -
d. Bukii pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media
massa lokal atau nasional -
. Sehingga bakal calon an. Yohanes: .Marinus Kota, SE,
. - . dinyatakan BMS (Belum Memenuhi Syarat). Sesuai dengan
o . Berita Acara Nomor 98/PL.01.4-BA/5308/KPU Kab/\/11/2018,
.' A tanggal 21 Juli 2018 Tentang. Hasil Verifikasi Kelengkapan
dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Sesuai
dengan tahapan dan jadwal bagi Partai Potitik yang DBakal
Calonnya dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) diberikan .
kesempatan untuk menyerahkan dokumen perbaikan syarat
A calon pada tanggal 22-31 Juli 2018; ‘
12.Pada tanggal 31 Juli 2018 Bakal Calon an. Yohanes Marinus Kota,
- SE, baru menyerahkan dpkumen perbaikan sebagai berikut:
a. Surat Keterangan sehat jasmani dari Pﬂlskesm:as atau Rumah Sakit .
Pemerintah; : -

b. Surat Keterangan sehat lroh'r:mi dari Puskesmas atau Rumah Sakit
- Pemerintah; . -
c. Surat Keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika,
dan zat adiktif Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah atau
BNN/BNN Prov/BNN Kab/Kota; e -
. d. Soft Copy Pas foto berwarna terbaru bakal calon;
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCKJ;
' f. Surat Keterangan dari Rumah Tahanan. Negara Kelas 1l B
Kupang; , [
. Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap dari pengadilan tindak pidana korupsi di Kupang;---——=ees-meea-
h. Surat dari Pimpinan Redaksi Media Massa Cetak (Flores Pos)
. yang menerangkan secara terbuka dan-jujur mengemukakan
kepada publik sebagai mantan nara pidana t(brupsi; :

12 '
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i. Bukti pernyataan atau pengumiiman yang dimuat di media massa
tokal/nasional (Flores Pos); : ; e :

13.Pada tanggal 1-7 Agustus 2018 KPU Kabupaten Ende melakukan
verifikasi perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon; Berdasarkan
. hasil verifikasi perbaikan pada salah satu syarat calon yaitu Salinan
. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi:.Nomor 26/Pid.Sus- '

.. TPKR015/PN.KPG, dalam Diktum Mengadili ‘imenyatakan terdakwa
‘ .+ YOHANES MARINUS KOTA; SE. alias YAN] KOTA terbukti secara
S8ah dan meyakinkan bersalah meiakukan Tindak Pidana Korupsi yang
dilakukan’ secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan
‘Subsidair dan menjatuhkan Pidana kepada Tergakwa dengan Pidana
Penjara selama 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan dan denda sebesar -

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah Pidana kurungan
'selama 2 (dua) bulan;-—-- rr — N ‘
:  14.Pada tanggal 8-11 Agustus 2018 Komisionelr,KPU Kabupaten Ende
©  melakukan diskusi mendalam dgn juga i 'berkonsultasi dengan
Komisioner KPU Provinsi NTT terkait dengan Salinan Putusan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dari Bakal ‘Calon an. Yohanes
Marianu$ Kota, SE. ; NI

Berdasarkan:

1) PKPU No 20 tahun 2018 pasal 4 ayat {3)  dalam seleksi Bakal
Calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat 2 tidak menyertakan mantan ut&)‘pidana bandar narkoba,

. kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi;'-- . . '
2) PKPU Nomor 20 tahun 201§ pasal 18 ayat (15) dalam hal ini
berdasarkan hasil verifikasi dan/atau  laporan masyarakat,
terbukti bakal calon anggota DPR, DPRD'Provinsi, dan DPRD
' Kabupaten/Kota yang diajukan Partai Politik tidak sesuai dengan
Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf e, Partai Politk dapat ‘mengganti bakal caion yang
bersangkutan; -

; 3) Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPUNI/2018

L. . Tentang Pedoman Teknis Pengajuan 'dan Verifikasi Anggota

' S OPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Bab il huruf
B Poin 4 yang menyatakan Pakta integritas (Model B.3)
yang ditandatangani oleh Pimpinan Parai Politik sesuai dengan
tingkatannya yang menyatakan bahwa bakal calon yang diajukan
bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual - .
terhadap anak dan korupsi; — ; :

4) Keputusan KPU | Nomor 961/PL.01.4:Kpt/06/KPUNIN2018
Tentang Petunjuk  Teknis Perbaikan, Penyusunan dan
Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan
Penetapan Daftar Calon Tetap anggota' DPR, .DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota, pada Bab Il huruf A point 3
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5)

-

e ?
| ) .
proses melengkap? dan/atau memperba;kl dokumen pada
masa perbaikan sebagaimana dimaksud patda angka 1,
memedomani beberapa ketentuan khusus sebagai berikut : -~----
1) Bakal Calon Anggota DPR, DPRD ' Provinsi dan DPRD
kabupaten/Kota berstatus sebagai Mantan terpidana Korupsi.

2) Dalam hal pada masa penelitian syarat bakal calon, KPU,,
KPU Provinsi/KIP Aceh; dan KPU/KIF Kabupaten/Kota telah
menetapkan Belum Memenuhi Syarat (BMS) bagi bakal
calon yang berstatus mantan terpidana, Bandar narkoba,
kejahatan seksual terhadap angk . atau korupsi,
maka status BMS tersebut dimaknai sebagan Tldak Memenuhi
Syarat (TMS).
3)' Partai Politik dapat mengajukan bakal calon pengganﬂ
bagi bakal calon vyang dltetapkan TMS sebagaimana
dimaksud pada poin 1) pada masa pengajuan dokumen hasﬂ
perbaikan. ‘
Surat, KPU RiI Nomor: 742IPLO‘1 4-4 SD/06/KPUNII/2018
tanggal 23 Juli 2018 Perihal: Hasil Penelitian Administrasi
Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR; DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten Kota yang menyatakan bahwa '
a. Bakal Calon Anggota DPR, DPRD! Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota berstatus sebagat .Mantan Terpidana
Korupsi; '
b. . Ketentuan Pasal 18 ayat (15) Peraturan KPU Nomor 20 .
Tahun 2018 mengatur bahwa dalam; hat berdasarkan hasi
verifikasi dan/atau laporan masydrakat, terbukti Bakal Calon

Anggota DPR, 'DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
yang diajukan Partai Politik ttdak sesuai ‘dengan Pakta
Iintegritas, Partai Politik dapat menggantl Bakal Calon yang
bersangkutan; L

c. Apabila pada masa Penelitian Syarat Bakat Calon diketahui
.dan dibuktikan dengan telah diterimanya Salinan Putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa Bakal Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
adalah mantan terpidana bandar narkoba. kejahatan seksual
terhadap anak, atau korupsi maka yang bersangkutan harus
ditetapkan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS); ----—------
d. Dalam hal pada masa Penelitian Syarat Bakal Calon
+ KPU,KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota’ telah menetapkan
Belum Memenuhi Syarat (BMS) bagi Bakal Calon yang
berstatus mantan terpidana bandar' narkoba, kejahatan
seksual terhadap anak atau korupsi, maka status BMS

tersebut dimaknai sebagi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).——--
6) Pada format Model B-3 yaitu PAKTA INTEGRITAS Pengajuan
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8)

Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende yang menyatakan
bahwa:

. a. Dalam proses seleksi bakal calon, kami menjamm selurubr

bakal calon anggota DPRD Kabupaten Ende, Pemilu 2019
yang diajukan kepada KPU Kabupaten Ende memiliki
integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan
tindakan korupsi, kolusi, dan neponsme atay, melakukan
pelanggaran hukum,;
b. Nama-nama bakal ¢alon anggota DPRD Kabupaten Ende
yang tercantum dalam Formulir Model B.1 bukan merupakan
mantan terpidana bandar narkoba,. kejahatan seksual
terhadap anak, dan/atau korupsi; ~------
¢. Apabila kami melanggar hal-hal | yang telah kami nyatakan
dalam’PAKTA INTEGRITAS ini, yaity terdapat bakal calon
yang diajukan/bakal calon yang tercantum. dalam Daftar
Calon Sementara/calon yang tercantum-dalam Daftar Calon
Tetap/Calon terpilih yang berstatus se,bagal mantan terpidana -
bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau
korupsi, kami bersedia dikenakap sanksi- administrasi berupa
‘pembatalan bakal calon yang diajukan/bakal calon yang
tercantum dalam Daftar Calon Sementara/calon yang
tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon terpilih anggota
DPRD Kabupaten Endei di | Daéra'h Pemilihan yang
bersangkutan
Bahwa Partai Berkarya telah metanggar PAKTAINTEGRITAS
yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris
DPD Partai Berkarya Kabupaten Ende; ----r—----
Bahwa pada format Model BB.1 Surat Pernyataan Bakal Calon

- yang diserahkan pada tanggal 17 Juli 2018!yang ditandatangani

oleh yang bersangkutan di atas materai 6.000 (enam ribu rupiah) -
dicentang pada kolom merupakan mantan terpidana (bukan
mantan terpidana bandar narkoba, ke]aha‘tan seksual terhadap
anak, atau korupsi) dan bersedia secara terbuka dan jujur .
mengemukakan kepada public tidak sesuai dengan salinan
putusan pengadilan Nomor 26/Pid. Sus-TPKIPN KPG.-~rmmmememeeeee

1|5 Berdasarkan -uraian di atas maka pada tanggal 11 Agustus 2018
KPU Kabupaten Ende:

v 1 Membuat Berita Acara hasil verifikasi Perbalk'an Kelengkapan dan
C Keabsahan Dokumen Bakal Galon :Anggota DPRD, Kabupaten
Ende Nomor: 133/PL.01.4- BA/5308/KPU-Kab/\V111/2018, Tentang
Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan

Umum Tahun 2019 dan pada lampiran kolom kesimpulan bahwa
Bakal Calon Nomor Urut 1 (satu) Dapil 1 (satu) dinyatakan Tidak
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Memenuhi Syarat (TMS); 1 _

2: Menyerahkan Berita Acara - hasll* verifikasi ‘Perbaikan
' . Kelengkapandan Keabs&han Dokumen Bakal Calon Anggota
DPRD Kabupaten Ende;

3. Menyusun Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk
© ' mendapat persetujuan/pengesahan dari Partai Politik dan yang
bersangkutan atas nama Yochanes Marinus Kota, - SE tidak.
termasuk dalam Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS);---------

4, KPU Kabupaten Ende menyusun Berita Acata dan Menetapkan’
Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Keputusan KPU Kabupaten
Ende. Sesuai dengan Keputusan Komisi - Pemilihan Umum
'Kabupaten Ende Nomor: 56/PL. 01 4-HK.04.1-kpt/5308/KPU-
Kab/V11/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)
Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun

- 2019 dan yang bersangkutan atas nama Yohanes Marinus Kota,
SE tidak terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS); ——-—-—-

16 Tanggal 12-14 Agustus 2018 KPU Kabupa'j ' Ende mengumumkarn
edi

Daftar Calon Sementara (DCS) melalui a Massa Cetak (Pos
Kupang) dan Media Massa Elektronik (RRI Ende)
17. Petitum Termohon
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut dlatas mohon kepada

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ende untuk
menjatuhkan Putusan sebagai berikut: .

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk selurhhnya

2. Menyatakan perbuatan termchon telah sesuai dengan ketentuan

| peraturan perundang-undangan yang berlaky; -
Apabila Bawaslu Kabupaten Ende berpendapat lain mohon

+ Putusan yang seadil- adllnya {ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Pemohon, Pemohon

‘telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai

cukqp dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d 'P-22 sebagai berikut::

No: Kode Keteraﬁghn
' bukti s
1 P-1 Formulir Mode! BB-1-DPRD Kabupaten Surat

pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD

Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

bermeterai 6000 .

2 P2 Faormulir , Model BB-IZ-DPRD Kabupaten
: Informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten

dalam pemilihan umum tahun 2019 bermeterai

6000
3 |P-3 | Fotocopy Kartu Tandg Penduduk bermeterai -
6000
16 ‘
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P-4

Foto copy . Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah

Menengah Ekonomi tlngkat atas bermeterai
6000 ‘

Foto copy uazah sekolah hnggl ilmu ekonomi
jaya negara maiang bermeteral 6000

P-6

Surat keterangan sehat jasmani dan rohani
untuk menjadi.calon anggota DPRD Kabupaten
Ende periode 2008-2024 bermeterai 6000

P.7

Surat keterangan bebas na"rkoba

P-8

Surat keterangan pemilih -

|00~

Surat Keterangan Catatan KepOhSIan bermeterat
6000 |

10

P-10

Foto copy Kartu anggota partai politik

11

P-11

Surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilih

12

P-12

Surat keterangan tidak sedang menjalankan
pidana dan tidak pernah . tersangkut -perkara
tindak pidana Kkorupsi. 4di daerah hukum
kekuasaan kejaksaan negerl Ende

Pernah tersangkut perkara tindak pidana korup3|
sesuai putusan pengadilan tindak pidana korups: ‘

13

R-13

Surat keterangan harian umum flores pos
bermeterai 6000 ‘

14

P-14

Lampiran koran Flores pos bermeterat 6000

15

P-15

Petikan putusan pengadilan tindak pidana
korupsi bermeterai 6000 . -

16

P-16

Formulir mode} TT.Pd DPRD Kabupaten Tanda
terima petierimaan dan penelitian kelengkapan
dan keabsahan bermeterai 6000

17

P-17

Formulir Model. TT.Pd . Perbaitkan DPRD
Provinsi/Kab/Kota Tanda terima penerimaan dan

penelitian  kelengkapan - dan keabsahan
bermeterai 6000 ‘

18

Keputusan Kom151 Pemlhhan Umum Kabupaten
Ende . tentang Penetapan Daftar Calon
Sementara Anggota DPRD Kabupaten Ende
pada Pemlhhan Umum Tahun 2019,

19

P«19 .

Berita "acara hasil 1 verifikasi perbalkan
kelengkapan dan keabsdhan dokumen bakal
calon anggota DPRD Kabupaten Ende pada
pemilihan umum 2019 bermeterai 6000
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P-20

Keterangan ceklis s&arat calon anggota DPRD
Kabupaten Ende matérei 6000 :
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Surat Keterangan Rumah Tahanan Negara
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Surat Keterangan Pengadilan
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'Memmbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii Termohon, Termohon'
telah mengajukan bukti berupa foto kopi surat yang telah dibeéri dlberl

tanda T-1 s,d T-29 sebagai berikut: ‘
No | Kode bukti Keterangan
1 {71 surat Nomor - 182/PL.03.4/5308/KPU-
' kab/Vi/2018 tanggal 26 juni.2018
2 T-2 Surat Nomor 182/PL.03. 4/53081KPU—
v kab/Vil/2018 tanggal 1 JII 2018
3 T-3 Modei B Surat Pencalonan Anggota DPRD
Kabupaten Dalam Pemiluhan Umum Tahun |.
2019 .
4 T-4 Model B-1 Daftar Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten dalam' Pemihhan Umum Tahun
2019
.5 1T-5 Model B-2 Surat Pemyataan Seieksi Bakal
Calon Anggota DPRD.':Kabupaten Secara
. Demokratis dan Terbuka ' o
6 T-6 Model B-3 Pakta Integritas
7 T-7 Model BB-1 Surat Pernyataan Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupateén dalam Pemlllhan
o Umum Tahun 2019 !
., 8 |T-8 Model BB-2 informasi bdkai Caion Anggota
DPRD Kabupaten dalam Pemilihan  Umum
: Tahun 2019 .
9 T-9 Kartu Tanda Penduduk '
10 | T-10 liazah B B
11 T-11 Surat Keterahgan Sehat ‘
12 T-12 Surat Keterangan Pemenksaan ‘Kesehatan
Jiwa (Rohani) 5
13 T-13 Surat Keterangan bebas’ Narkoba
14 1 T-14 Surat Keterangan Pemllih
15 T-15 Surat keterangan catatan Kepol|5|an
16 | T-16 Kartu Anggota
17 | T-17 Pas Foto P
18 T-18 Surat Keterangan tidak pernah sebagai
' Terpidana
19 T-19 Surat Keterangan Dari Kepala Rumah Tahandn
Negara '
20 T-20 Petikan Putusan Pengadlian Negeri Kupang
21 | T-21 Surat keterangan lepman Redaksi” SKH
Flores Pos
22 | T-22 Surat Pernyataan Terbuka
. 23 T-23 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018
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. 24 | T-24 Keputusan  KPU Nomor 876/PL.01.4- |
kpthG/KPUNIl!2018 C

35 | 1-25 Keputusan KPU, Nomor 961/ PL.01.4-
| kpt/OB/KPU/VI1/2018

26 T-26 Surat KPU Rl Nomor  742/PL.01 4—
- - SD/0S/KPUNINZ018 L

27 T-27 Berita Acara Nomor 98/PL.01 4 BA/53081KPU-
' Kab/VIl/2018  Tentang ' Hasil  Verifikasi
Kelengkapan dan KeabsahanDokumen Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende Pada
Pemilihan Umum Tahun 2019 ¥

28 | T-28 Berita . Acara  'Nomor 133/PL.01.4-

: " | BA/5308/KPU-Kab/Vi1/2018 . lTentang - Hasil
Verifikasi Perbaikan Kelengkapan - dan
KeabsahanDokumen Badkal, Calon Anggota.
DPRD Kabupaten Epde Péda Pemilihan Umum,
Tahun 2019

29 T-29 | Keputusan KPU Kabupate-n Ende Nomor 56/
PL.01.4-HK.04.1- kpUSSGB/KPU Kab/\V111/2018
‘ ! Tentang Penetapan Ddftar Sementara (DCS)
: Anggota DPRD Kabupaten Ende Pada
Pemilihan Umum Tahun 2019
) 1
' +  TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

. Menimbang bahwa Pemohon adalah DPD Partai - Berkarya Kabupaten

Ende, yang.salah satu bakal calonnya yaitu Yohanes Marinus Kota, SE'

| didaftar ke KPU Kabupaten Ende sebagai calo,n Anggota DPRD
‘Kabupaten kEnde dari Partai Berkarya;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi
Pemilhan Umum Kabupaten £nde Nomor & 56/PL.01.4-HK.04.1-
kpt/5308/KPU-Kab/Vill/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara

. (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Ende pada - Pemilihan Umum Tahun

2019 dan Berita Acara Nomor 133/PL.01.4- BA/5308/KPU-Kab/VIII/2018
tangga!11 Bulan Agustus Tahun 2018, tentemg,| Penetapan Daftar Calon
Sementara (DCS) Hasil Verifikasi F?erbatkan Kelengkapan Dokumen Bakal
Calon. Anggota DPRD Kabupatén Ende Pada Pemilihan Umum Tahun

© 2019 dengan memperhatikan ketentuan pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan

Badan Pengawas Pemilu Nomeor 27 tahun 2018 tentang{ perubahan kedua

' atas Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Penyelesalan Sengketa,

Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: Ayat (1) Objek sengketa

- meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Pravinsi, ‘atau keputusan KPU
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Kabupaten/Kota. Ayat (2} Keputusén ‘KPU, keputﬁsén KPU Provinsi,
.atau  keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau be‘r;fta Acara.-----e————

' Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah
mengajukan Jawaban tanggal 27 Bulan agustus Tahun 2018, adapun
* keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang
Duduk Sengketa; - 1
Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, telah. mengajukan bukti-
bukti dokumen, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -

Menimbang, bahwa terhadap kesimputan Pemohon 'dan Termohon, yang
telah diajukan pada tanggal 29 agustus tahun 201 8, adapun kesimpuian
pemohon dan termohon tetap berketetapan pada pokok permohonan
: - pemochon dan jawaban termohon masing-masing 'yang telah diuraikan
. . dalam duduk sengketa; ; - . :

Menimbang, bahwa.sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, teriebih
" dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawasliu
' Kabupaten Ende, kedudukan hukum Pemohon, - dan jangka waktu

pengajuan permohonan sebagai berikut: '

e

i 1
Kewenangan Bawaslu Kabupaten Endle

] th
1. Menimbang Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017
pasal 102 ayat (3) dalam melakukan penindakan Sengketa
Proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam’ Pasal 101 huruf a,
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a) mererima permohonan -
Penyelesaian Sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota: -
b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan Sengketa
proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c) melakukan mediasi
antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d)'
melakukan proses Adjudikasi Sengketa proses Pemilu _ di wilayah
kabupaten/kota apabila Mediasi belum menyé[e_saikan Sengketa

proses Pemilu; dan, e) memutus penyelesaian Sengketa proses
Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

‘Menimbang bahwa Ketentuan Undang-Undang 'Nomor 7 tahun 2017
pasal 103 Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang; a) menerima dan
. ménindak!anjuti laporan  yang berkaitan . dengan  dugaan
pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai Pemily; b) memeriksa dan
. mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta
- merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada .
pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; ¢) menerima,

memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus .
penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/
kota; d) merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan

"h—- ""- :
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mengenai hasil pengawasan di w1layah kabupatenjkota terhadap

,netrahtas semua pihak yang dilarang ikutserta dalam kegiatan
‘kampanye sebagaimana diatur dalam Undang -Undang ini; e)
mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban -

Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan
Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu 'Kecamatan berhalangan
sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;, f} meminta bahan

keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka

pencegahan dan penindakan pelanggdaran Pelmllu dan Sengketa
proses Pemilu di wilayah kabupaten kota; g) membentuk
Panwasluy. Kecamatan dan' mengangkat 'sert’a memberhentikan
anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhankan masukan
Bawaslu Provinsi; dan h) Melaksanakan ,we,-wenang lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. :
Ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomeor 7 tahun 2017 tentang
Pemilu menyebutkan bahwa (1) Bawasly, Bawas]u Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengkéta proses Pemilu. (2)
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan -
memutus sengketa proses Pemilu paling Jama 12 (dua ‘belas) hari
sejak diterimanya perrnchonan {3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawasiu
Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemii
melalui tahapan: a) menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian
sengketa  proses Pemilu; dan b) mempertemukan * pihak yang

_bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau

musyawarah dan mufakat. (4) dalam hal tidak tercapai kesepakatan
antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat

. (3) huruf b, Bawaslu, Bawasiu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
< ‘--menyelesalkan sengketa proses Pemilu melalui ad;udnkaa ~~~~~~~~~~~~~~~~~
. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas.

Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang FPerubahan
Kedua Peraturan Badan ‘Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2017 Tentang penyelesaian sengketa Proses pemilihan
umum Pasal 6 menyebutkan ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

. dan Bawasiu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan

Mediasi atau melakukan Adjudikasi, ' dan memutus penyelesaian
sengketa proses Pemilu paling fama 12 (dua belas) hari sejak
diterimanya Permohonan serigketa proses Pemiilu. (2) Permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dmyatakan diterima terhitung

sejak Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provmsu atau
Bawaslu Kabupaten/Kota.

bahwa berdasarkan ketentuan F’eraturan perdndan‘g—undangan
sebagaimana yang terurai pada butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka

! o
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| ~ tingkatannya.

- Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende berwenang
memeriksa, mengadili dan memutts sengketa/perkara a8 qQUO ——-—--—-
o

'Kedudukan Hukum Pemohon

| I

Menimbang, bahwa, kedudukan hukum (Legal Standmg) pemachon adalah
sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Pemohon adalah DPD Partai Berkarya Kabupaten:-
' Ende, yang salah satu bakal calonnya yaitu Yohanes Marinus Kota, SE

didaftar ke KPU Kabupaten Ende sebagai calon Anggota DPRD
Kabupaten Ende dari Partai Berkarya;

Menimbang bahwa-berdasarkan ketentuan pasal Pasal 7B ayat (1) dan
(2), Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang, Perubahan Kedua
atas Perbawasiu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilu, ayat (1) Bakal calon anggotd DPR, DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon
sementara anggota DPR, DPRD Provinsi,DPRD. Kabupaten/kota dapat

mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang
: diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya, (2) © BakalCalonAnggota .

DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang tercantum
dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, -
dan KPU Kabupaten/Kota sebagal DCT anggota DPR, DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permbhonan penyelesaian
sengketa proses pemilu yang diwakili. oleh partal politik sesuai

Berdasarkan pertlmbangan di atas, Ma;ehs Pemenksa berpendapat bahwa
Pemohon mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai
Pemohon dalam sengketa a quo '

1 i
! L
Menimbang bahwa jangka waktu pengajuan permohdn‘an oleh- Pemchon: |

Berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang N'qm'or 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Permohonan Pényelesaian Sengketa:

* proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)'disampaikan paling:

lambat 3 (‘uga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU,
keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota
yang menjadi sebab sengketa;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat'(2) Peraturan
Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tate Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilhan Umum, menyebutkan bahwa ayat (1)
Permohonan Penyelesalan Sengketa proses Pemtlu dapat diajukan
dengan cara: a) langsung, yaitu diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawasliu

Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, atau b) tidak langsung, yaitu
- diajukan melalui laman . penyelesaian sengketa dilaman resmi Bawaslu
+ dan Bawasluy Provinsi ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerjalseiék: tanggal pernetapan
Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.-----eenrmmseeer

Memmbang, bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara
a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor
- 56/PL.01.4-HK.04.1-kpt/5308/KPU-Kab/VIil/2018  Tehtang Penetapan .
' Daftar Calon' Sementara (DCS) Anggota DPRD. Kabupaten Ende pada
Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor: 133/PL.01.4-°
BA/5308/KPU-Kab/ V11172018, tanggal 11 Agustus 2018, Tentang Hasil .
Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan . Umum Tahun 2019
tanggal 11 Agustus 2018;
" Bahwa Pemohon - telah mengajukan Permohdnan Penyelesaian
Sengketa Proses, dengan Permohonan tertanggal 14 Agustus 2018 di
Kantor Bawaslu Kabupaten Ende sebagaimana Tanda Terima Nomor

01/PS.Bawasiu/Kab. Ende/V111/2018, Tanggal 23 Juli 2018 pukul
17 .30wita; ;

Berdasarkan Pertimbangan di atas, Majelis Pemenksa berpendapat
. bahwa Pemohon masih memenuhi syarat tenggangtwaktu sebagaimana,
' - dimaksud dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-undahg Nomor 7 Tahun'
' 2017 Tentang Pemilihan Umum, jo. Pasal 12 .ayat (2% Peraturan Sadan’
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2018
Tentang Perubahan Kedua atas Perbawasiu Norhor 18 Tahun 2017
Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilhan Umum, bahwa
permohonan | diajukan pada tanggai 14 Agustus 2018 dan diregister
pada tanggal 16 Agustus 2018 sehingga permchonan belum melewati
batas waktu pengajuan permohonan.

Pendapat Majelis Adjudikasi , o

.Memmbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah
' sebagaiman telah diuraikan di atas dan pada pokoknya pemohon,
mempersoalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
© ‘Nomor 56 /PL.01.4-HK.04.1-kpt/5308/KPU- KabNIll/2018 Tentang

Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggoeta DPRD Kabupaten,
Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor:
133/PL.01.4-BA/5308/KPU- Kab/\111/2018; .
Menimbang, bahwa Pemohon pada tanggal 1? Juli - 2018 telah
mengajukan berkas Pendaftaran bakal calon Anggotta DPRD Kabupaten
£nde pada Pemilu tahun 2019 dan Oleh Termohbn dalam hal ini KPU
Kabupaten Ende telah mengeluarkan Tandd: ' Terima Dokumen
- Pendaftaran Bakal Calon DPRD Peserta Pemllu,Tahun 2019 (Model
: TTPd-DPRD) Tertangga! 17 Juli 2018.

1
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Menimbang bahwa KPU Kabupaten Ende pada tanggal 11 Agustus
2018 . telah mengeluarkan Berita Acara Komisgi ' Pemilihan Umum
Kabupaten Ende Nomor 133/PL.01 4BA/53081KPU Kab/VIIl/2018,.
~ Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon
- Anggota DPRD Pada Pemitu Tahun 2019 ——-

Bahwa penetapan status Tidak r\/h—:nmenumi Syarat (TMS) terhadap
. Pemohon dalam dokumen berita Acara didasari bahwa Pemohon tidak
. memenuhi syarat sebagai bakal calon karena tidak memenuhi ketentuan
Pasal' 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor '20 Tahun 2618 tentang
Pencailonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota
» yang menyatakan bahwa Bakal Calon Anggota 'DPR, DPRD Provinsi:
.- dan DPRD Kabupaten/kota adalah warga Negara Indonesia harus:
memenuhi persyaratan Huruf (h) bukan Mantan Terpidana bandar
narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau kq:rupsi'-—--——--—-—--—-—-—

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mermpertimbang-
kan fakta persidangan Adjudikasi sebagai berikut :

o ,1-. Bahwa pemchon dalam persidangan menyampaikan bahwa telah
- mengikuti semua prosSes tahapan prosedur pencalonan anggota
. DPRD kabupaten Ende sebagaimana yang diatur datam Undang-

.+ undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan
" Peraturan KPU Nomor '20 Tahun 2018 tentang Pencalonan-
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota pasal 7.
ayat (1) Persyaratan bakal Calon. Uptuk memperkuat permohonan
pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan Bukti-
bukti - dokumen yang telah dileges dan disahkan dalam
persidangan. (bukti P-1 sampai dengan P -22)
+ 2. Bahwa pemohon mengakui dalam persrdangan bahwa pemohon
adalah Mantan narapidana korupsi yang telah menjalani masa
- tahanan setama 1 tahun 3 bulan dan pemohon telah
" mempublikasikan kepada publik bahwa pemohon adalah mantan
terpidana korupsi yang diumumkan melalui SUrat Kabar Hanan
Flores Pos pada tanggal 30 juli 2018; ---L-;
3. Bahwa dalam persidangan termohon nTenyampalkan bahwa
' pemohon telah menyerahkan semua dokumen persyaratan calon
sesuai dengan ketentuan pasal 240 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 tahun 2017 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20
tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR DPRD Provinsi dan
DPRO Kabupaten/kota. Namun yang menjadi dasar Termohaon
mencorét atau pemochon dinyatakan TM$ adalah termohon
berpedoman pada Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang
S Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
o . Kabupaten/kota pasal 7 ayat (1) huruf -h, karena pemohon
- .. merupakan Mantan Ngrapidana Korupsi oleh putusan pengadilan
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yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Buktl ¢T-1 sampai
dengan T-29)
Bahwa termohon juga berpedoman pada Surat Keputusan KPU RI
1 Nomor : 742/PL.01.4-4D/06/KPUAI/2018 tanggal 23 Jult 2018
Perihal Hasil Pene!man Administrasi Pengajuan Bakal Calon
~+ " Anggota DPR, DPRD' Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan

juga mengacu pada Pakta Integritas yang dstandatangam oleh
Pimpinan Partai Politik.

Menimbang, bahwa majelis dalam hal menyelesaikan sengketa proses
pemilihan umum terhadap pencalonan anggota DPRD kabupaten Ende.
. tahun 2019 mempertimbangkan peraturan perundang- undangan dan
. yurisprudensi yang diantaranya sebagai berikut: '

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD NRI Tahun 1945); Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilhan Umum (Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017);-

2. Kitab Undang-undang HukumPidana (KUHPY; -

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU X1i/2015 (Putusan
MK No. 42/PUU-XII1/2015);

4. dan Putusan Mahkamah Konstitusi Noméoxr '5ﬂlPUU-XIV/2016
(Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016), ——-p—mv-

. Menimbang bahwa persyaratan Bakal Calon Anggota DPR DPRD-
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota majehs memandang perlu
mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut ;' *, .

| "© 1. Menimbang bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang:'

terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap’
warga négara dalam konteks berbangsa dgm bernegara, hal ini
sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NR! Tahun
+ 1945 menyatakan setiap warga negara berhak- atas kemerdekaan
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan. pikiran dengan lisan dan
Ctulisan  dan sebagainya ditetapkan dengan  undang-undang. Di
samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga
menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperolen

. ‘kesempatan yang sama dalam pemerintahan -~-----
‘2. Bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR' DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam undang undang nomor' 7 .

tahun 2017 merupakan persyaratan yang Wajlb dipenuhi oleh pnbadi
bakat calon;

3. Bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
- DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam: Pasal 240 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- mengatur persyaratan Bakal Galon anggota DPR DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota yang diahtaranya sebagat berikut:
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', aturan perundang-undangan;

m. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemllu
n.

0.

. terdaftar sébagai pemilih;---- I
.. bersedia bekerja penuh ' waktu;--

Warga negara Indonesia yang teiah benjsia 21 (dua puluh-:
satu)tahun atau lebih; :
Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

‘Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuarn: Répubhk Indonesia

Dapat berbicara, membaca dan atau menulis dalam bahasa -
Indonesia; ~—-----—- .

‘Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menegah Atas,

Madrasah Aliyah, Sekolah Menegah Kejuruan Madrasa Allyah
Kejuruan atau sekolah lain yang sederajdt; ;

~ Setia kepada Pancasila, Undang-undang' Da*sélr Negara Republik -
JIndonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Repubjlk Indonesia dan’

Bineka Tunggal ika;

. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkah putusan pengadllan;

yang telah 'mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan |
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada
publik bahwa yang bersangkutan adalah mantdn terpidana; -—-~------

Sehat jasmani, roHani, dan bebas dari- penyalahgunaan
narkotika;---- ' -

mendundurkan diri sebagai kepala .daerah, wakil kepala
daerah, aparatur sipili negara, anggota Tentara Nasional

- Indonesna anggota Kepolisian Negara Republik indonesia, -

direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada

badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, |

atau badan lain yang anggarannya, bersurhber dari keuangan-

negara, yang dinyatakan dengan surat peng unduran diri
yang tidak dapat ditarik kembali; ~———--——---

‘bersedia untuk tidak berpraktik sebagal akuntan publik,

advokat, notaris, pejabat pembuat aktg ‘tanah, atau tidak
melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang ber-

~hubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain

yang dapat: menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas,
wewenang, dan hak sebagai anggdta DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota sesuai déngan ketentuan per-

Bersedia untuk tidak merangkap Jabatan sebagau pejabat
negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan
karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dap/atau Badan:
Usahg Milik Daerah serta badan lain yang anggarannya
bersumber dari keuangan negara,; S

Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakﬂan; dan ----—
Dicalonkan hanya di 1 {satu) daerah pemmhan ————————————————
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Bahwa ketentuan pasal 249 Undang-undang Notnor 7 Tahun 2017
tentang pemilihan umum tidak memberikan batasan terhadap satu '
golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Ca[bn anggota DPR,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam
Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai

' dengan amar putusan dalam Putusan MK No. 42/PUU-XVIIl/2015 dan

Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 yang mana Kedua Putusan MK
tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat
diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkeguali, bahkan bagi
mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama -
mengemukakan. secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada
publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana ----------------- |

" 'Menimbang bahwa berkaitan dengan pembatasan-hak asasi manusia,

Majelis memarndang perlu untuk mempertimbangkan .beberapa hal

sebagai berikut:

1.

Bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan Jamman atas hak asasi
manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hak asasi manusia
dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategqn hak asasi manusia

- absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi- dalam keadaan

apapun sebagatmana tercantum dalam Pasal 28! ayat (1) UUD NRI
1945, Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan

. hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28) UUD NRI 1945; -
. Bahwa Hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni

hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui
undang-undang sebagaimana tercantum, dalam' Pasal 28J ayat (2).
UUD NR! 1945 yang berbunyi: :
“Dalam menjalankan hak dan Jku's*bebasannyal setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang

" dengan maksud semata-mata untuk men_,ramm pengakuan serta:

penghormatan atas hak dan 'kebebasan orarig lain dan untuk

-memenuhi tuntutan yang adil'sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-

nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum da!am suatu masyarakat
demokratis.”
Bahwa di sisi lain, dalam Pasal 35 ayat (1) éngka 3 KUHP, terpidana:
dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat’
mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemxhhan yang diadakan
berdasarkan aturan-aturan umum; .
Bahwa dengan demikian, pembatasan hak baik menurut UUD NRI"
1945 dan KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui
undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan
melalui pidana tambahan yang diberikan 'dleh hakim melalui

. putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP .—eeemeomnnean
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Menimbang bahwa Putusan MK No. 42/PUU- XIil/2025 dan Putusan MK
No. 51/PUU-XIV/2016 majelis mempertlmbangkan beberapa hal sebagai
berikut:
1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) meniiai Iarangan terhadap mantan :
' narapidana yang mendapat hukuman tertentu  inkonstitusional
bersyarat dan MK menilai mantan narapidaqa dapat mencalonkan
dalam kontestasi pemilu dengan secara terang benderang
" memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana; -------- .
2. Bahwa MK bependapat Persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku
. bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung
‘lima tahun sebelum yang bersangkutan dltetapkan sebagai baka! calon
. dalam pemilihan jabatan public yang dipilih (elected official) dan yang
bersanagkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada public
" bahwa yang bersangkutan pernah dipidana : serta bukan sebagal
pelaku kejahatan yang berulang-ulang; . -

5. Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada
masyartakat umum (notoir feiten) pada akhitnya masyarakatlah yang
menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak; ---

6. Bahwa Putusan MK No. 42/PUU-X111/2015 :jo. Putusan MK No.
51/PUU-XIV/2018, memperkuat posisi. bahwa mantan narapidana
berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umdm dalam hal ini bakal
calon anggota legislatif, dengan memberikan'ruang kepada mantan
narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa
yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana, ~-wss----—--

Menimbang, bahwa pemohon adalah mantan 'terpicj-ané korupsi yang telah
menjalani hukuman sejak tanggal septemb«eri sampai dengan 22,
Desember 2015, (bukti P-15) -

Menimbang bahwa pemohon pada hari senin 30 juli 2018 telah
mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan.
adalah mantan terpidana (bukti P-14); -

Memmbang, bahwa sesuai fakta persidangan dqni berdasarkan bukti- bukti
pemohon bahwa saudara pemohon a.n Yohanes Marinus Kota telah
menjalani masa hukuman dan telah menyampalkan secara terbuka
didepan publik melalui media masa (SKH Flores Pos)
Memmbang. bahwa publikasi yang dilakukan’ pemohon telah sesuai,
dengan ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan

umum pasat 240 ayat 1 huruf g; -

Menimbang, bahwa sesuai fakta permdangan dan berdasarkan bukti-bukti
pemohon saudara pemohon a.n Yohanes Marinus Kota telah melengkapz

semua dokumen hasil verifikasi perbaikan

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Ende berdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Ende Norhor 56/PL.01.4-HK.04.1-
kpﬂSSOBIKPU -Kab/ViiIif2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara
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+ {DCS) Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Permhhan Umum Tahun

2019 dan Berita Acara Nomor 133/PL.01.4- BA/5308/KPU- KabNIIlIZO‘lSM

‘telah mencoret pemohon dan tidak diakomodir dalam DCS

Menimbang bahwa ketentuan pengenaan sanksi mantan terpldana

koruptor terdapat pada proses pengajuan bakal célon {syarat Pencalonan)
sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) pasal 6 ayat (1) huruf e,
pasal 11 huruf d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bukan pada syarat

calon sebagaimana dimaksud pada pasal 240 Undang undang Nomor 7
tahun 2017 tentang pemilihan Umum; :

Menimbang bahwa pengajuan bakal calon Anggota DPR,DPRD Provinsi
* dan DPRD Kabupaten/Kota yang terdapat 'norma partai politik tidak
mengajukan bakal calon mantan terpidana korupsi sebagaiman dimaksud
pada pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 merupakan

norma hukum baru karena tidak terdapat dalam Ungang-undang Nomor 7

. tahun 2017 (vide pasa! 241 Undang-undang nomOr 7-tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum)

‘Menimbang - bahwa dalam hal terdapat hasil venf:kasn dan/atau laporan

masyarakat terbukti bakal calon yang diajukan 'partai politik yang tidak
sesuai pakta integritas, Partai politk dapat menganti bakal calon
bersangkutan (pasal 18 ayat (15) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018

tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provmsn dan DPRD kabupaten/

'Kota pada pemilihan tahun 2019. Frasa Dapat dalam penerapannya bisa
dilakukan atau tidak dilakukan, bukan suatu kewajiban diberikan alternatif

‘plhhan keputusan bagi partai politik untuk menggantl bakal calon mantan
. terpidana korupsi; ®

Menimbang'bahwa terkait dengan sanksi KPU mencoret bakal calon yang
tidak memenuhi persyasatan sehubungan derigan partai politik tidak
memenuhi persyaratan baka! calon dengan menuangkan hasil verifikasi,
hasil perbaikan dalam form model BA. Hasil Perbaikan dan lampirannya
(pasal 20 ayat (1) dan ayat, (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD. Provinsi dan DPRD
Kabupaten/kota), tidak bisa diterapkan karena yang mengajukan pakta
integritas adalah pimpinan partai politik, bukan bakal calon karena tidak
‘terdapat syarat calon yang melarang mantan terp:dana KOrupsi; -=--=-n---- e

Menimbang bahwa dalam isi pakta integritas ten“tang pembatalan baka

calon mantan terpidana korupsi tidak ditemukan norma hukumnya dalam
Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum dan
Peraturan KPU nomaor 20 tahun 2017 tentang Pencalonan Anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota;

Menimbang bahwa dalam isi pakta mtegntas dibuat sesungguhnya
sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Ketentuan yang berlaku tentang persyaratan Bakal Calon tidak
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:te}dapat norma hukum larangan bagi bakal calon/, Calon Anggota

Legislatif mantan terpidana korupsi sebagaimana.dfmaksud dalam pasal
240 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang :Pemilihan Umum .Jo

-pasal 7 Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 ‘tentang Pencalonan

- . pemenuhan persyaratan bakal calon batal demi hikum

Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, dengan
demikian Pakta Integritas yang ditandatangani partai politik dijadikan bukti

1 Il‘
Kesimpulan - ‘

Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Pemeriksa
thenilai dan berkesimpulan: :

! . , ) .
Bahiwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan nﬁeélalui undang-undang

' . maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tarmbahan berupa

. hak memilih .dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 U ayat

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

(2) dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP; :
Bahwa penolakan oleh KRU terhadap mantari narapidana untuk
mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon anggota’ DPRD tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Bahwa sejatinya
mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon anggota
DPRD sepanjﬁang yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka dan

jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana,

apapun jenis pidananya, dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa
pencabutan hak memilih dan dipilih dari pengadilan, untuk selajutnya

+dapat penilaian dari pemilih hak suara untuk memilih yang bersangkutan
* atau tidak, sebagaimana Putusan MK No. 42/PUU-XII/2015 dan Putusan

MK No. 51/PUU-XIV/2018.

- Menimbang bahwa terhadap pakta integritas yang h'iernupakan bagian dari

syarat yang telah ditandatangani oleh pimpinan partai politik sesungguh-
nya tidak merupakan bagian dari syarat yang menjadi dasar pemenuhan

_persyaratan bakal calon karena tidak ada norma hukum yang melarang

bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota
DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/Kota; 4--

) .

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di -
atas, maka Bawaslu Kabupaten Ende berpend}apat cukup beralasan
hukum untuk mengabulkan permohonan Pembhon untuk seluruhnya.

‘Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 75T.ahun.2017'Tenténg
" Pemiiihan Umum jo Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang

Perubahan Kedua Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
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. MEMUTUSKAN '

1. Mengabutkan Permohonan Peimohon untqk"seluruhnya;------—----«_---
."2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
" Nomor 56/PL.01.4-HK.04.1-kpt/5308/KPU-Kab/V/ili/2018 Tentang
Penktapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD
. Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita
v Acara Nomor 133/P1.01.4-BA/5308/KPU-Kab/VI1/2018;---m-—--—mmmn
_ 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Ende untuk mengeluarkan
keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)
- Anggota DPRD Kabupaten Ende 'yang memuat nama Yohanes
L Marinus Kota, SE ; '

4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Ende untuk melaksanakan
Putusan ini. -~ ‘

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Ende oleh. o
(1) NATSIR B. KOTTEN, (2) BASILIUS WENA, 3) MARIA URIA IE,
masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawasly Kabupaten Ende '
dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari
Senin tanggal 3 bulan September tahun 2078; Oleh 1) NATSIR B.
KOTTEN, (2) BASILIUS WENA, 3) MARIA URIA IE, .masing-masing
sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Kabupateh Ende dan dibantu oleh

RASYID ABUBAKAR sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon’
dan Termohon : : '

CoE
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE ' '

, ttd ttd o T td .
Dr. NATSIR B, KOTTEN, MPd  BASILIUS WENA, SH  MARIA URIA IE, S.Akun
o Ketua Anggota Lo Anggota

. ad 2
RASYID ABUBAKAR, S.§os
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